


SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
izinNya kita telah melalui tahun anggaran 2021 dengan
baik. Tahun 2021 masih diwarnai dengan dampak
pandemi Covid-19 terhadap kehidupan kita, tidak
terkecuali terhadap pelaksanaan keuangan negara.
Dampak yang ditimbulkan virus Covid-19 membawa
berbagai tantangan yang harus dihadapi. Atas
tantangan yang ada Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) senantiasa berkomitmen untuk
menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
berkualitas sehingga Pemerintah dapat menyusun
laporan keuangan yang tidak hanya transparan dan
akuntabel, namun juga laporan keuangan yang

informatif untuk pengambilan keputusan.

KSAP juga terus melakukan usaha terbaik untuk menyusun seluruh standar akuntansi yang diperlukan oleh
Pemerintah dalam rangka menjaga semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan
negara. Beberapa standar akuntansi yang saat ini dalam proses penyusunan, antara lain Standar
Akuntansi Pengaturan Bersama, Standar Akuntansi Agrikultur, Standar Akuntansi Provisi, Kewajiban
Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, Standar Akuntansi dari Transaksi Pertukaran, serta Standar Akuntansi
dari Transaksi Non Pertukaran. Kami berharap langkah yang dilakukan menjadi sumbangsih positif dalam
membangun tata kelola sektor publik yang baik di Indonesia.

Pada masa depan, beberapa isu seperti lingkungan dan kehadiran industri 4.0 menjadi tantangan
terhadap penerapan dan pelaksanaan good governance di Indonesia. Perubahan industri 4.0 yang
sedang berlangsung saat ini membawa kepada era automasi dan pertukaran data tanpa batas yang
menyebabkan industri digital memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara. Berbagai sektor
termasuk keuangan negara memasuki era digital yang masif. Hal ini membuka peluang untuk
peningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tantangan untuk memperkuat tata kelola yang ada.
KSAP memiliki peranan untuk menjawab tantangan tersebut dengan penyusunan SAP yang dapat
mengadopsi transaksi keuangan digital, antara lain mengatur pengakuan hak dan kewajiban pemerintah
dimana aset Pemerintah semakin didominasi oleh berbagai jenis aset tak berwujud.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para stakeholders yang telah membantu KSAP dalam
penyusunan SAP sesuai due process yang berlaku. Terima kasih pula kepada Anggota Komite Konsultatif,
seluruh Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang telah bekerja keras merumuskan dan secara konsisten
menjaga independensi penyusunan SAP dalam mengawal pengelolaan keuangan negara yang
transparan dan akuntabel. Dengan tantangan yang semakin berat dalam penyelesaian berbagai SAP,
saya berharap KSAP semakin profesional dan tetap konsisten menjaga independensi di masa depan.

Jakarta, Januari 2022
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LAPORAN
KETUA KOMITE KERJA

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun
2004  tenfang Komite  Standar  Akuntansi
Pemerintahan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan
dua Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas
menuju Akrual dan SAP Basis Akrual), 24 Buletin Teknis
(Bultek), dan 4 Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP). Dalam menyiapkan,
merumuskan, dan menyusun RPP SAP, KSAP mengikuti
proses baku penyiapan standar (due process) yang
cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar
terbaik internasional (International Best Practices).

Sejalan dengan kebutuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berkualitas, penyusunan standar
akuntansi yang dilakukan KSAP merujuk pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (International
Public Sector Accounting Standards), serta standar akuntansi produk penyusun standar lain yang
relevan. Hal ini sejalan dengan visi KSAP yaitu mendukung terwujudnya pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui SAP yang berkualitas.
Selama tahun 2021, terdapat dua draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah
ditetapkan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian
Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi yang telah ditetapkan melalui PMK Nomor 84/PMK.05/2021 dan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang telah
ditetapkan melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2021. Selain itu, KSAP telah menyusun 18 draf Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga memberikan fasilitasi konsultasi penerapan SAP kepada
instansi pemerintah dengan mengeluarkan 21 surat jawaban konsultasi yang telah dibukukan menjadi
Buku Bunga Rampai SAP Tahun 2021.

Dalam rangka publikasi standar, KSAP telah menerbitkan buku SAP 2021, Bultek serta Buku Bunga
Rampai Tahun 2021. Buku-buku publikasian tersebut didistribusikan kepada pengguna standar baik
Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Buku publikasian tersebut juga dapat diakses melalui situs
web KSAP (www.ksap.org).

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Tahunan KSAP ini merupakan bentuk
akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP selama tahun 2021 kepada
para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat profil KSAP, capaian KSAP selama tahun 2021, serta
rencana kegiatan tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif,
Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya
sehingga dalam setahun ini KSAP mampu menyelesaikan penyusunan beberapa standar sesuai target
yang telah direncanakan.



Seperti pepatah yang menyebutkan tak ada gading yang tak retak, kami menyadari masih terdapat
kekurangan dalam penyusunan standar oleh KSAP. Kami harapkan saran dan masukan dari seluruh
pemangku kepentingan yang dapat kami gunakan dalam penyusunan SAP selanjutnya. Atas kerja sama
dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2022

S

Sumiyati Ak., M.F.M



Sambutan
Ketua Komite Konsultatif KSAP

Laporan
Ketua Komite Kerja KSAP

Daftar
Isi « Tabel

Profil KSAP
Visi * Misi * Tujuan

Anggota KSAP
Komite Konsultatif « Komite Kerja * Kelompok Kerja * Sekretariat

Produk KSAP
Standar * Buletin Teknis «+ Bunga Rampai * IPSAP * Panduan
Penerapan SAP di Masa COVID-19

Proses Penyusunan SAP
Due Process Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun
2021

Kinerja Tahun 2021
Standar * Buletin Teknis * Bunga Rampai * Hearing * IPSAB CAG *
Layanan Publik » Syukuran 17 Tahun KSAP

Rencana Kerja Tahun 2022
Rencana Penyusunan Standar Tahun 2022 * Rencana
Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2022

Penutup
Penutup * Dokumentasi Kegiatan

LAPORAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2021



Tabel 1
Daftar Kelompok Kerja KSAP Tahun 2021

Tabel 2
Daftar Bunga Rampai Tahun 2021

Tabel 3
Daftar Public Hearing Tahun 2021

Tabel 4
Rencana Penyusunan Standar Tahun 2022

Tabel 5
Rencana Revisi Standar Tahun 2022

Tabel 6
Rencana Penyusunan Buletin Teknis Tahun 2022

Tabel 7
Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2022

LAPORAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2021



Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi tonggak sejarah
penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia. Terbitnya UU ini membawa pengaruh yang
luar biasa di setiap sisi keuangan mulai dari hulu ke hilir. Berlakunya Undang-undang Keuangan Negara
Nomor 17 Tahun 2003 juga menjadi landasan penting bagi organisasi KSAP. Undang-undang Keuangan
Negara menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi pemerintah pusat dan
daerah harus disusun oleh komite yang independen serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Adapun perjalanan panjang pembentukan KSAP adalah sebagai berikut:

Penatausahaan dan Bentuk dan isi laporan Dalam rangka transparansi dan
pertanggungjawaban keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
daerah berpedoman pada standar APBN/APBDdisusundan disajikan sesuai pemerintahan dibentuk Komite Standar
akuntansi pemerintahan yang berlaku dengan standar akuntansi pemerintahan Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan Komite Standar Menteri Keuangan mengajukan draf Terbit Keputusan Presiden

Akuntansi Pemerintah Pusat dan Keputusan Presiden tentang Komite Nomor 84 tahun 2004 tentan

Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 yang
telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal
16 Oktober 2017. Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat dari
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, dalam Pasal 57 UU Nomor |
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).



KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP
sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP
melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi
yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan
reputasi baik di bidang profesi akuntansi. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga
pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan
mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar
dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan
standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan
tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan
pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (accrual basis accounting) dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun
anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan
tersebut, dalam rangka strategi menuju penerapan accrual basis accounting, KSAP telah menyusun SAP
berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan
secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam
pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1)
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, . atau
penggantian satu atau lebih PSAP.



Visi
“Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan
negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan

yang berkualitas”

Misi
1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara

umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan
memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan
1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun
di lingkungan internasional.
2.Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan.
3.Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat

informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

4.Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Nilai-nilai Dasar KSAP

1. Independen
Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan,
organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.

2.Profesionalisme
Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang
berlaku.

3. Demokratis
Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan

kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

4. Universal
Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif

dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan pada semua
entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.



Keanggotaan KSAP ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, ketiga kali
diubah dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, keempat kali diubah dengan Keppres
Nomor 30 Tahun 2016, dan kelima kali diubah dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017.

Sebagai organisasi independen, KSAP beranggotakan para profesional yang kompeten di bidang
akuntansi pemerintahan/sektor publik yang berasal baik dari lingkungan pemerintahan, asosiasi profesi
akuntan, maupun akademisi. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif
berfugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang SAP. Sedangkan Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan
menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja dan dibantu oleh
Sekretariat KSAP. Susunan organisasi dan tata kerja Kelompok Kerja ditentukan oleh Ketua Komite Kerja.
Kelompok Kerja KSAP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Kelompok Kerja. Pemilihan Kelompok
Kerja dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan
pengalaman profesional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan.

Susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2017 adalah:

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Ketua merangkap Anggota

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Wakil Ketua merangkap Anggota

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAl
KOMITE Ansgota
KONSULTATIF

Prof.Dr.Mardiasmo, SE., Ak., MBA
Anggota

Sony Loho, Ak., MPM
Anggota

Dr. Binsar H.Simanjuntak, CMA, CertIPSAS
Anggota




Komite Konsultatif mempunyai tugas sebagai berikut:

I.

2.
3.

~N o b

memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Standar Akuntansi
Pemerintahan;

memberikan masukan kepada Komite Kerja terkait kegiatan yang menjadi prioritas;

memberikan alternatif solusi terhadap pending matters KSAP yang tidak dapat diselesaikan oleh
Komite Kerja;

. mengadakan pertemuan secara rutin dengan Komite Kerja, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;
. menjembatani pertemuan antara Komite Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;

. memberikan pandangan terhadap pemilihan anggota Komite Kerja; dan
. tugas lainnya guna mendukung visi dan misi KSAP.

KOMITE KERJA

Sumiyati, Ak., MFM. Dwi Martani, CA., CPA., CertIPSAS
Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota
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Firmansyoh N.Nazaroedin, Ak., MSc
Sekretaris Merangkap Anggota

Dr.Jan Hoesada., Ak., MM. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS.
Anggota

28 00RO CERNPRPEPRRNOOODRONERRS

Yuniar Yanuar Rasyid., Ak., MM. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA.
Anggota Anggota
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Dr.Hoamdoni, MM, M.Si, Ak., CA., CertIPSAS Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc.
Anggota Anggota
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Komite Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

s

(S - S I &)

o

menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

. menyusun interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan;
. menyusun buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan KSAP;

. memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

dan turunannya;

. menetapkan keanggotaan unit pendukung KSAP yang terdiri dari Kelompok Kerja dan Mengusulkan

keanggotaan Sekretariat KSAP;

. berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Komite Konsultatif dalam mendukung tercapainya

tujuan KSAP;

. mengkoordinasikan kelompok kerja dan sekretariat dalam mencapai tujuan KSAP secara efektif dan

efisien;

. melaporkan kegiatan KSAP kepada Menteri Keuangan;
. melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan/atau Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya

sekali dalam periode keanggotaan; dan

. menetapkan statuta dan mengusulkan perubahannya.
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KELOMPOK KERJA

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang
tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun
2021 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-05/K.1/KSAP/1/2021 tanggal 22 Januari 2021
sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan KEP-08/K.1/KSAP/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang
beranggotakan 32 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja

tersebut sebagai berikut:

R. Wiwin Istanti Fahma Sari Fatma
Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua merangkap Anggota

M. Agus Kristianto Isa Ashari Kuswandono | Sylvia Veronica Siregar

Heru Novandi Ratna Wardhani Rahmat Mulyono
Budi Mulyana
Awaludin Mashudi

Yan Rahadian

Muliani Sulya Fajarianti Ananto Budiono
Lucia Widiharsanti Rahadion Widagdo
Mei Ling Didied Ary Setyanang
Agung Ariyanto
Ilham Akbar

Jamason Sinaga Joko Tri Prasetyo
Joni Afandi Budiman
Mauritz Cristianus R. M. Januarti Tiurmaida Dodok Dwi Handoko

Muh. Tunjung Nugroho

Mega Meilistya I Putu Sukma H.

Dwinanto Kresia Ramadanty Achmad Fauzi

Tabel 1. Daftar Kelompok Kerja KSAP Tahun 2021

Kelompok Kerja bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Komite Kerja dalam perumusan dan pengembangan SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis;
dan

2. Membantu Komite Kerja dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan turunannya

1



SEKRETARIAT

Sesuai dengan Keppres KSAP, KSAP dapat dibantu oleh Sekretariat KSAP yang susunan organisasi serta
tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Sekretariat
KSAP Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 111/KMK.05/2021

tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret
2021.

Susunan keanggotaan Sekretariat KSAP Tahun 2021:

Kepala Seksi Fasilitasi KSAP
sebagai Ketua Sekretariat

Nia Esti Wulansari
Anggota

SEKRETARIAT Ilham Akbar

Anggota

M. Ikhsan Nasution
Anggota

Gahara Dijerja
Anggota
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa untuk
menjamin independensinya, KSAP dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan bekerja berdasarkan
proses baku penyusunan standar (due process). Selanjutnya dalam lampiran undang-undang dimaksud
dijelaskan bahwa usulan standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pertimbangan BPK tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan
sebelum draf standar tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Pemerintah.
Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004, KSAP telah menyelesaikan penyusunan 2 Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas menuju Akrual dan SAP Basis Akrual), 24 Buletin Teknis (Bultek), 4
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan, serta Panduan SAP di Masa Pandemi Covid-19. Secara rinci produk KSAP terdiri dari:
1. Standar Akuntansi Pemerintahan
e Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun
2005, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual; dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP).
e Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual yang ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010, yang terdiri
dari 1 Kerangka Konseptual dan 12 PSAP
 Revisi dan Penambahan PSAP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PP 71 Tahun 2010 dan
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terdiri dari 2 Revisi PSAP dan 4 PSAP
Baru.
2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP)
Bultek SAP merupakan penjelasan teknis akuntansi terkait penerapan SAP dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah. Sampai dengan tahun 2021, KSAP telah menerbitkan Bultek SAP yang terdiri
dari:
e Bultek SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebanyak 14 Bultek
e Bultek SAP Berbasis Akrual sebanyak 10 Bultek

3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian
lebih lanjut atas PSAP. Sampai dengan tahun 2021, KSAP telah menerbitkan 4 (empat) IPSAP SAP.

4. Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan merupakan kumpulan pertanyaan/kasus yang
disampaikan oleh kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah beserta tanggapan yang
dibuat oleh KSAP. Sampai dengan saat ini, KSAP telah menyusun 10 Edisi Bunga Rampai dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2020.

5. Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Masa Pandemi Covid-19.
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PROSES

PENYUSUNAN SAP

DUEPROCESS PENYUSUNAN STANDAR TAHUN 2021

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, KSAP mengikuti proses baku penyiapan
standar (due process) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (best
practices). Proses baku (due process) penyusunan standar sebagaimana terdapat pada lampiran [ll PP 71
tahun 2010 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1 identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

. Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan
ﬁ7-ﬂ‘f"=L keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi
n pemerintahan.

2 Ppembentukan Kelompok Kerja (Pokja) KSAP

f@ KSAP dapat membentuk Pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui.
-&__ Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya

3 Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
iy Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur,
F‘;‘)‘“ % standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat

— ’\

(best practices), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan
topik yang akan dibahas.

4 penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

= “* Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang
) 't telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

-

9 Pembahasan draf oleh Komite

..z Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan
K ! diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini
diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak
menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh
Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

6 Pengambilan keputusan untuk Exposure Draft

-iﬂﬁ Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan
g! ™ peluncuran draf publikasian SAP.
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7 Peluncuran Draf SAP (Exposure Draft)

ﬁ_ L}. » KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders,

'-:’-L‘ “«! antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk

memperoleh tanggapan.

Dengar Pendapat Publik Terbatas (Limited Public Hearing) dan Dengar Pendapat
Publik (Public Hearings)

A 2. p Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar

m pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-
pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat
yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam
rangka penyempurnaan draf publikasian.
Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang
berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan
masyarakat terhadap draf SAP.

9 Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP
A 2 KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar
ﬁ j pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk
* #¥  menyempurnakan draf SAP.

10 Finalisasi Standar
Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping

i ‘% itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi
o= .

maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh
seluruh anggota KSAP.

PP Nomor 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Produk IFAC
(International Federation of Accountants)
Produk IASC
- (The International Accounting Standards Committee)
1{ ” A Produk IMF
ateri don rujukan yang (International Monetary Fund)

digunakan dalom
penyusunan Standar
Akuntansi Pemerintahan Produk Ikatan Akuntan Indonesia

Produk FASB-USA
(Financial Accounting Standards Board)

Produk FASAB-USA
(Federal Accounting Standards Advisory Board)

Produk-produk lain yang dapat dijadikan rujukan
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Langkah Penyusunan SAP
Akrual

Memperhatikan
Pengembangan SAP Mengacu pada peraturan
basis Cash Toward IPSAS perundang-undangan
Aecrual Yyang berlaku di

Indonesia

Sejalan dengan tuntutan harmonisasi SAP sesuai dengan praktek terbaik di dunia internasional sehingga
kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat diperbandingkan dengan negara-negara lainnya, KSAP
menyusun standar sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku di dunia internasional. KSAP menggunakan
strategi adaptasi atas standar akuntansi sektor publik internasional (International Public Sector
Accounting Standards). Saat ini baru terdapat 25% produk IPSAS yang telah disusun oleh KSAP.
Penekanan untuk mengacu kepada produk IPSAS juga disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) melalui surat Nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) merekomendasikan untuk penyusunan 13 standar baru dengan mengacu pada standar
IPSAS.
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m PENYUSUNAN STANDAR TAHUN 2021

Kegiatan penyusunan standar tahun anggaran 2021 meliputi:
Draf PSAP Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi telah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor
84 /PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16
Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi.
Draf PSAP Properti Investasi telah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.
Draf PSAP Sewa telah diberikan pertimbangan oleh BPK melalui surat nomer 57/S/1/04 /2020 tanggal
16 April 2020 agar menunggu terbitnya ED IPSAS Lease menjadi IPSAS.
Draf PSAP Pengaturan Bersama, Draf PSAP Agrikultur, dan Draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan
Aset Kontinjensi dalam proses otentifikasi oleh Komite Kerja KSAP.
Penyusunan 18 (delapan belas) draf PSAP, yang terdiri dari:

1. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pendapatan dari Transaksi Pertukaran;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Kerja;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan - Penyajian;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan - Pengungkapan;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengungkapan Informasi Sektor Pemerintah Umum;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengungkapan Informasi Pihak Berelasi;
Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penurunan Nilai Aset yang Tidak Menghasilkan Kas;

0O N s W

10. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas;

11. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengaruh Perubahan Valuta Asing;

12. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Biaya Pinjaman;

13. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi dalam Entitas Lain dan Ventura Bersamg;

14. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Sosial;
15. Draf Revisi Kerangka Konseptual;
16. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan;

17. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran; dan
18. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 07 Aset Tetap.

[N PENYUSUNAN BULETIN TEKNIS TAHUN 2021

Dua Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan dalam proses otentifikasi yang terdiri dari:

1. Draf Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir Akrual yang akan menggantikan Buletin Teknis Nomor 07

Akuntansi Dana Bergulir; dan
2. Draf Buletin Teknis Akuntansi Badan Layanan Umum.
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[A PENYUSUNAN BUNGA RAMPAI TAHUN 2021

Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan 2021 berisi tentang surat jawaban atas
konsultasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ringkasan isi Bunga Rampai Tahun 2021 dimuat

dalam tabel berikut.

- No :  Nomor Surat |- Instansi Tujuan Hal

S-20/K.1/KSAP/II/2021 Kementerian Keuangan Pendapat atas Pengakuan Pendapatan
Perpajakan-L0

S-26/K.1/KSAP/II/2021 |  Pemerintah Provinsi Banten Perlakuan Penyajian Dana yang Tertahan

BPK Prov. Banten Permintaan Pendapat

Masukan Pengakuan Utang dan
Mekanisme Pembayaran

Kementerian Keuangan Pendapat atas Pengakuan Pendapatan
Perpajakan-L0O

Badan Pemeriksa Keuangan Penjelasan Penyusunan PSAP Pendapatan dari
Transaksi Nonpertukaran

Pemerintah Kabupaten - .
e S e Pendapat atas Penyajian Informasi Kevangan

Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kota Yogyakarta

Pendapat atas Penghapusan Utang

Pendapat atas Kebijakan Khusus |
Alat Gelas

Kementerian Keuangan Pendapat atas Aset Tak Berwujud

Pemerintah Kabupaten
Magelang

Konsultasi terkait Standar Akuntansi Pemerintahan
5-66/K1/KSAP/VIII/2 LRDP tentang Instrumen Keuangan

574 {K]Ksap oz JEREMENntal Kebiaren ek Tanggapan Permintaan Pendapat

S-75/K.1/KSAP/IX/2021 n Pusat Statistik Rekomendasi Hasil Kajian Data Mikro

S-76/K.1/KSAP/IX/2021 RSUD Dr ISKAK Ban Alat kteran dan Alat Kesehatan

Al 7/K '1'/';5};5/'&-/}'5”2'1' """"" Pemerintah Kabupaten || Permohonan Pendapat Pengakuan Pendapatan dan
: Wo

Kementerian Energi dan Sumber § Pendapat Terkait Pengakuan dan Penyajian Hak
5=78/K.1/KSAB/1X/2021 DEVERUIEE] Pemerintah yang Sudah Jatuh Tempo Namun Belum
Terbit Surat Tagihan

Pemerintah Kota Cirebon Pencatatan Benda Cagar Budaya

S-81/K.1/KSAP/IX/2021 Kementerian Keuangan Pendapat atas Perlakuan Penyusutan Aset Tetap
yang Dihentikan Penggunaannya

""""" S-91/KI/KSAP/XI/2021 |  Kementerian Keuangan | Pendapat Terkait Penggunaan Kurs Penutup untuk

0 S-93/K.1/KSAP/XI/2021 | Pemerintah Provinsi Gorontalo Pendapat atas Revisi Kebijakan Akuntansi

Tabel 2. Daftar Bunga Rampai Tahun 2021

o

&

dapat atas Kebijakan Akuntansi Persediaan

O

©

00

©0

(2]

00

m PERTEMUAN INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS
BOARDS CONSULTATIVE ADVISORY GROUP (IPSASB CAG)
KSAP yang diwakili oleh Sekretaris Komite Kerja, Bapak Firmansyah N. Nazaroedin, telah berkontribusi

dalam proses penyusunan standar akuntansi sektor publik yang dilaksanakan oleh International Public
Sector Accounting Standards Boards sejak tahun 2016 melalui keanggotaannya sebagai Consultative

Advisory Group (CAG). Dalam beberapa tahun terakhir, KSAP secara aktif terus memberikan pandangan
dan masukan terkait isu implementasi dan tantangan penyusunan standar akuntansi di masa
mendatang.
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Dalam kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir, pertemuan virtual International Public Sector
Accounting Standards Boards Consultative Advisory Group (IPSASB CAG) tahun 2021 dilaksanakan dua
kali. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 09.00 Waktu Toronto, Kanada
dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021 Pukul 09.00 Waktu Toronto,
Kanada.

I3 SYUKURAN 17 TAHUN KSAP

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi KSAP ke-17 merupakan kegiatan peringatan yang pertama kali
diadakan sejak KSAP didirikan 17 tahun yang lalu atau tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2004. Kegiatan
ini dirangkaikan dengan talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Mulya P. Nasution (Direktur
Jenderal Perbendaharaan 2004), Oktarika Ayu Sandha (BPK) dan Helmy Yahya (Bussiness Coach).
Dengan pertimbangan wabah pandemi covid-19 yang masih belum usai, maka penyelenggaraan
Peringatan Hari Jadi KSAP ke-17 dilaksanakan secara hybrid, yaitu gabungan antara daring dan luring
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Tujuan penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi KSAP ke-17 tahun ini adalah menyatukan komitmen
sekaligus membangun sinergi antar stakeholders KSAP untuk peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan
transparansi pengelolaan keuangan negara yang baik lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah
daerah. Melalui acara hari ini, selain sebagai sarana sharing knowledge mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan kepada seluruh anggota KSAP dan para stakeholders, diharapkan pula dapat
merefleksikan kembali makna dan cita-cita dari para pendiri KSAP agar KSAP dapat terus berkembang
dan senantiasa dapat menjawab tantangan di masa depan dalam membuat standar akuntansi
pemerintahan sesuai dengan visi utama KSAP yaitu mendukung terwujudnya pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berkualitas.

Dalam acara ini, lbu Menteri Keuangan juga turut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada KSAP atas kerja keras yang konsisten dalam upaya memajukan dan
menyetarakan Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menjalankan best practices di bidang
akuntansi, serta upaya-upaya KSAP untuk mengadaptasi prinsip-prinsip akuntansi dengan peraturan
perundangan dan kondisi Indonesia. Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan harapan semoga hari
peringatan ulang tahun KSAP dapat dijadikan momentum meningkatkan semangat untuk makin
mengaktualkan visi misi dan tujuan bersama dari berdirinya KSAP.

I KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR

Pelaksanaan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2021 oleh masing-masing tim dilakukan
melalui berbagai kegiatan rapat meliputi:

1. Rapat pleno mingguan KSAP dilaksanakan setiap hari Rabu untuk membahas draf SAP oleh Komite
Kerja dan Kelompok Kerja.

2. Rapat tim kecil merupakan rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing tim penyusun draf SAP.

3. Rapat pleno Komite Konsultatif dilaksanakan sebagai bentuk laporan dan permintaan arahan kepada
Komite Konsultatif atas proses penyusunan draf SAP.

4. Limited Hearing atau dengar pendapat terbatas dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari para
pemangku kepentingan atas draf SAP. Namun, lingkup para pemangku kepentingan masih dibatasi.

5. Publik Hearing atau dengar pendapat publik dilakukan untuk mendapatkan masukan atas draf SAP

yang disusun.
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Jenis Rapat Rencona Redlisasi Presentase

Rapat pleno mingguan
Rapat tim kecil

Rapat pleno Komsul
Limited Hearing

Public Hearing

Tabel 3. Daftar Public Hearing Tahun 2021

[A LIMITED HEARING

Pelaksanaan limited hearing pada tahun 2021 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember
2021. Draf SAP yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu tiga draf standar terkait Instrumen
Keuangan. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah tim penyusun tiga draf standar terkait Instrumen
Keuangan, lbu Ratna Wardhani dan lbu Sylvia Veronica NP Siregar, serta moderator oleh Bapak Putu.
Peserta limited hearing yang hadir berasal dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lkatan Akuntan Indonesia (IAl), Kementerian
Negara/Lembaga (KL), pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan perwakilan akademisi.
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RIE[NJCJA

KERJA TAHUN 2022

m RENCANA PENYUSUNAN STANDAR TAHUN 2022

Rencana penyusunan Standar oleh KSAP pada tahun 2022 merupakan lanjutan dari penyusunan
Standar tahun 2021 serta penambahan revisi Standar yang telah ada. Pada tahun 2022, KSAP
menetapkan target atas 20 draf PSAP baru masih dalam proses, é draf revisi atas PSAP yang telah ada
serta 2 buletin teknis.

No Draf PSAP Target 2022

Sewa Menunggu ED IPSAS

000000006000000

(3]

Pengaturan Bersama

Agrikultur

si, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran
Imbalan Kerja

Instrumen Keuangan - Penyajian

Instrumen Keuangan
Instrumen Keuangan - Pengungkapan
Pengaruh Selisih Kurs

Penurunan Nilai Aset yang tidak Menghasilkan Kas

Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas

ungkapan Informasi Sektor Pemerintah Umum

Draf Publikasian

Pengungkapan Informasi Pihak Berelasi
EIEVERNIEINED

Investasi Pada Asosiasi (1)

Investasi Pada Asosiasi (I}

Investasi Pada Asosiasi (/1)

Imbalan Sosial

Masukan BPK
Masukan BPK
Masukan BPK
Otentifikasi
Otentifikasi
Public Hearing
Public Hearing
Public Hearing
Public Hearing
Limited Hearing
Draf Publikasian

Draf Publikasian

Draf Publikasian

Draf Publikasian
Draf Publikasian

Draf Publikasian
Draf Publikasian

Draf Publikasian

Tabel 4. Rencana Penyusunan Standar Tahun 2022
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Draf PSAP Target 2022

Revisi Kerangka Konseptual Draf Publikasian
Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Otentifikasi
Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Otentifikasi
Revisi PSAP 05 Persediaan Draf Publikasian
Revisi PSAP 07 Aset Tetap Draf Publikasian
Revisi PSAP 13 Akuntansi BLU Draf Publikasian

Tahel 5. Rencana Revisi Standar Tahun 2022

Draf Bultek Target 2022

Bultek Dana Bergulir (Revisi Bultek 07) Penetapan
Bultek BLU (Bultek baru) Penetapan

Tabel 6. Rencana Penyusunan Buletin Teknis Tahun 2022

I RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Sebagai upaya dalam penyusunan standar, KSAP menyelenggarakan rapat untuk membahas draf
Standar baik dalam internal KSAP maupun audiensi dengan para pemangku kepentingan. Rencana
penyelenggaraan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Kegiatan Frekuensi

Rapat Pleno Mingguan

Rapat Tim Kecil

------------------------------------------

.........................................

........................................

Public Hearing

Tabhel 7. Rencana Penyelengdaraan Kegdiatan Tahun 2022
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Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, KSAP merupakan
lembaga independen nonstruktural yang bertugas menyusun Standar  Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri Keuangan. Anggota KSAP dipilih berdasarkan profesionalisme
dengan latar belakang bidang akuntansi pemerintah/sektor publik, baik yang berasal dari
lingkungan pemerintahan, asosiasi profesi akuntan, maupun akademisi.

Laporan Tahunan 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP. Laporan ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak
yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik yang terkait dengan substansi
standar, interpretasi standar, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan
hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat
meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi
Pemerintahan serta dapat memberikan dukungan teknis implementasi untuk mendukung
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
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Pleno Virtual KSAP

Sekretariat Nia...

Ringkasan Arahan pada Pleno 15 September 2021
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Pleno Komite Konsultatif KSAP

Pleno Komite Konsultatif KSAP
Konsultasi terkait penyusunan PSAP
15 April2021

Pleno Komite Konsultatif KSAP
16 Juni 2021

¥ Sekretariat KSA...

Pleno Komite Konsultatif KSAP
24 November 2021
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Limited Hearing KSAP

Limited Hearing
KSAP

08 Desember 2021

Limited Hearing KSAP

08 Desember 2021

Limited Hearing

KSAP
08 Desember 2021

S
STANIMAK AKUNTANG 1Al RIS TAHAN BRBASE, Al AL
PERNYAIAAN NOL XX
INSTRUMEN KEUANGAN:
PENGUNGKAPAN

LAY AR 1A
[Ty

1R

Limited Hearing

KSAP
08 Desember 2021

STANDAR AR LN EANSS PE S IR TANAR B RRALS Ar RLAL
PERNTATAAN NO. XX
INSTRUMEN KEUANGAN
LAATID v A 138
e

Limited Hearing

KSAP
08 Desember 2021

AANLAR ASLAIANS A B A B ARALS A0
PLENTAIAAN KO) XX

INSTRUMEN KLUANGAN.
PENYANAN
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FGD Virtual KSAP

Draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Pendapatan Dari Transaksi NonPertukaran

Focus Group Discussion KSAP
29 Desember 2021

Focus Group Discussion KSAP
19 November 2021

Focus Group Discussion KSAP
05 November 2021



SYUKURAN 17 TAHUN KSAP

Hadiyanto
Ketua Komite Konsultatif KSAP

Syukuran 17 Tahun KSAP
06 Oktober 2021

L Chany M W Masa  Ranan, Ta
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Pertemuan IPSASB CAG

Pertemuan IPSASB CAG Pertama
14 Juni 2021

Accomtancy £

Pertemuan IPSASB CAG Kedua
06 Desember 2021

DJPb - Pratanto Kominfo

Sosialisasi PSAP tentang Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud
yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dan

Pemerintah Kota Pontianak
27 Oktober 2021

29



Kunjungan KSAP

Konsultasi Pemerintah Aceh ke
Sekretariat KSAP
20 Desember 2021
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Sekretariat : Gedung Prijadi Praptosuhardijo lll,
Lantai 2 JI. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710,
Indonesia
Telepon: +6221 3449230
Ext. 5311 http://www.ksap.org
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com



